BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

' PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
~ NOMOR 1 TAHUN 2022

| PEMBENTUKAN,‘iI SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
* TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
| DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU

. DENGAN RAHMAT TUHAN YAN G MAHA ESA

BUPATI KAPUAS .HULU,

' Menimbang - :a. bahwa dengan adanya perubahan Nomenklatur
o Dinas Kesehatan menjadi Dinas Kesehatan,
- Pengendalian Penduduk dan  Keluarga
‘Berencana, perlu dilakukan penyesuaian
kembali terhadap Nomenke]atur Umt Pelaksana” ,-
~ Teknis Daerah Rumah Saklt Umum Daerah
Dokter Achmad Dlponegoro Putusmbau, .

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25

~ Peraturan Bupati Kapuas ‘Hulu Nomor 110

- Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk b_dan , i
Keluarga Berenéana, Pembentukan = Unit
Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan,

" Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan dengan

- Peraturan Bupati Kapuas Hulu;




~ Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis
Daerah  Rumah Sakit Umum Daerah Dokter
Achmad Diponegoro Putussibau;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun ;1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah

‘Tingkat II' di Kalimantan (Lembaran Negara
‘Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia

‘Nomor 1820}; 7
. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (lemabaran Negara

: Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

tambahan  Lemabaran = Negara  Republik

B Indonesia Nomor 5494);

. Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan  Daerah (Lembaran A Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lemba_ran
‘Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
"Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik

lndonesia ‘Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan
Lembaran - Negara Repubhk Indonesia Nomor

- 5072);



i

" B

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

 tentang Perangkat Daerah {Lembaran Negara‘_
;.Repubhk Indonesxa Tahun 2016 Nomor 114,

Tambahani’ Lembaran Negara Repubhk Indonesia

' Nomor 5887) sebagaimana- telah diubah denganv
- Peraturan  Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
: V_tenrang Perubahan Atas Peraturan Pemenntah'

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

12019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara ‘

Repubhk lndonesm Nomor 6402),
Peraturan Pemenntah Nomor 12 ’I‘ahun 2017

) . : . ci

»'vPenyelenggaraan Pemeﬁntahah v Daérah'

'(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun

2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
: Repubhk Indonesm Nomor 6041};

- Peraturan Menten Kesehatan Nomor 10 Tahun‘ -
- 2014 tentang Dewan Peng_awas Rumah Sakit; <
. Peraturan Menteri Kesehatan 3. ‘tahun 2020
tentang K]as:ﬁkas.l dan Perizinan Rumah Salnt, &

Peramran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 5

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan s

n Pemeﬁntahan yang = menjadi Kewenangan

: 'Pemermtah Kabupaten Kapuas Hulu
10
: vNomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Peraturan ‘Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Susunan Perangkat Daerah sebagalma.na telahb .

v'dxubah beberapa kali, terakhir dengan dengan

: Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Nomior 10 Tahun 2021 tentang Perubahan

I 5'Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
- 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
B _Perangkat Daerah '



~11.Peraturan Bupati Kapuas Hulu. Nomor 110
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serfa Tata Kerja
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN:

rMenetapkanr  : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN,

'SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER
ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupan ini, yang dimaksud dengan:

2..

"‘Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu

Pemennta_h Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.

4.  Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kapuas Hulu.

~Dinas Kesehatan Pengendahan Penduduk dan Keluarga Berencana

yang selanjutnya disebut Dinas ada.lah Dinas Kesehatan

-Pengendalian Penduduk dan Keluarga ‘Berencana Kabupaten

Kapuas Hulu. '
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.

Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Kesehatan, Pengendalian

",lc




Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu

Sekretaris adalah Sekretans Dinas Kesehatan Pengendahan
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.

Unit Pelaksana Tekms ‘Daerah yang selanjutnya dlsmgkat UPTD

 adalah ‘unit orgamsas; atau satuan kerja mandiri - yang
melaksanakan tugas teknis operasionat tertentu dan/atau tugas
- teknis penunjang tertentu dari dinas daerah provinsi atau

10.

kabupaten / kota

Rumah Saklt adalah mshtusx pelayanan' keséhatan ~yang
~menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan  secara

paripurna yang menyedlakan pelayanan rawat inap, rawat jalan,

. dan gawat darurat

11.

12

Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disingkat RSD adalah rumah

sakit yang dimiliki dan dmelenggarakan oleh Pemegmtah Daerah

Provinsi atan Pemermtah Daerah Kabupaten/Kota.

Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang membenkan

' pelayanan kesehatan pada semua bidang dan j _]ems penyakit.

13.

14,

15.

Rumah Saklt Umum Daerah yang selanjutnya dlsmgkat RSUD
adalah RSD‘yan'g memberikan pelayanan kesehatan pada semua
bidang dan jenis penyakit.

UPTD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau yang selanjutnya

disingkat RSUD dr. Achmad Diponegoro adalah UPTD pada Dinas
Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kapuas Hulu.

Kepala RSUD yang selanjuinya disebut Direktur adalah Dlrektur -
Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro

. Putussibau.

16.

'RSUD dr. Achmad Diponegoro adalah UPTD Dinas Kesehatan,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kelas C.



, BABII
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

- Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagal ‘arah dan pedoman bagi
-~ RSUD dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menjadi

_ kewenangan Perangkat Daerah yang menangam urusan Pemenntahan
o bidang kesehatan. -

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan 1_1'ntuk mewujudkan penyelenggaraan

'_Pemerintahan yang rasional, proporsional, efektif dan efisien yang -

 didasarkan pada asas .' efisiensi, efektivitas, pembaglan habis tugas,

. rentang  kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas antara

B penyeléﬁggara pelayanan kesehatan yang rxienjadiE kewenangan
Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemerintahan bidang

e kesehatan

Pasal 4

_ Ruang lmgkup Peraturan Bupau ini adalah
a. kedudukan,

b. susunan organisasi;\‘ '

c. tugas pokok, fungsi dan uraian tugas;
d. unit-unit non struktiiral;

e. tata kerja; |

LTI

: pelaporan;b
penganggaran;
ketentuan lain; dan :

-Fo®

o e
.

- ketentuan penutup.

!4



BAB Il
KEDUDUKAN

Pasal 5

' RSUD dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. '

BAB IV |
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

{1}, Sumunas orgnisasi REUD terdis dai:
a. Direktur;
b. Bagian Tata Usaha;
1. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
2. Sub Bagian Personil dan Hubungan Masyarakat;rdan
" 3. Sub Perencanaan dan Keuangan. :
c. Bidang Pelayanan.
1. Seksi Pelayanan Medik; dan
2. Seksi Pelayanan Keperawatan.
d. Bidang Penunjang; -
1. Seksi Penunjang Medik; dan
2. Seksi Rekam Medik;
e. Unit-Unit Non Struktural;
1. Dewan Pengawas;
2. Satuan Pengawas Internal
3. Komite; dan '
4. Instalasi.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.




{2) Bagan struktur orgamsam RSUD, tercantum dalam Lampxran yang

merupaka.n bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupan ini.

BAB V ,
' TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 7

RSUD mempunym tugas memberikan pelayanan kesehatan pada semua

' bldang dan jenis penyaklt secara paripurna yang menyedxakan pelayanan

rawat inap, rawat jalan, gawat darurat dan pelayanan rujukan.

 Pasal8

~ Untuk melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 7,

 RSUD menyelenggarakan fungsi:

a.

penyelenggaraan pelayanan pengobatan 'dan pemulihan kesehatan

-sesuai dengan standar pelayanan rumah saklt,

pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui
- pelayanan kesehatan yang paripurna tmgkat kedua dan ketxga sesuai

B kebutuhanmedjs, s

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia
dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan

" kesehatan; dan

penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan
teknologi(bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan

'lgesghatan__ dengan mémperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang
kesehatan.




Bagian Kedua
Direktur

Pasal 9

Dlrektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a,

mempunyal tugas mermmpm penyelenggaraan rumah sakit.

~ Pasal 10

Untuk me]aksanakan tugas sebagaunana dunaksud dalam Pasal 9,
Direktur menyelenggarakan fungsi: ‘

a. koordinasi pelaksanaan- tugas dan fungsi RSUD; :

b. penetapan kebijakan penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai dengan

» kewenangannya,

c. penyelenggaraan tugas dan fungm Rumah Sakit;

d. pembmaan pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan

fungsi unsur organisasi; dan

e evaluasi, penéatatan, dan pelaporan.

» Bagian Ketiga
Bagtan Tata Usah_a

Pasal 11

-BagianTataUsahasebagaimanadimaksuddalam&salﬁajat(l)humfb,

dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu
Direktur dalam merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan

' mengendahkan seluruh kegiatan di bagian tata usaha sesuai dengan'
ketentuan peraturan perundang—undangan P




Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,
' Baglan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a.'"

b.

"penyusunan rencana program dan kegxatan RSUD
pelaksanaan koordmam dan perumusan kebijakan tekms RSUD

. vpelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan pengelolaan
- di bidang ketatausahaan yang meliputi administrasi umum, sistem
" informasi, kepmtokoléra’n, kehumasan, kemitraan, akreditasi rmhah’

sakit, penanganan aduan, keamanan, keuangan dan kepegawaian
RSUD; ‘

penyelenggaraan urusan di bidang sarana prasana kesehatan

- perlengkapan rumah sakit dan kelengkapan rumah tangga,
1 pelaksanaan pembmaan kelembagaan dan ketata]aksanaan RSUD

~ monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di

bldang ketatausahaan; dan

pelaksanaan tugas laln yvang dlberlkan oleh Direktur sesuai dengan
tugas dan fungsinya. '

Bagian Keempat
Sub Bagian Administrasi dan Umum

Pasal 13 -

Sub Bagian Administrasi dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6 ayat (1), huruf b angka 1, dipimpih oleh seorang Kepala S\f:b Baglan yang

mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, menyusun laporan, dan

fasihtasx terhadap keglatan teknis dan administratif seluruh unsur di’
bldang adrmmstras: dan umum.

10




' Pasal 14 -

_Untuk melaksanakan tugas sebagammna dunaksud dalam Pasal 13 ‘Sub )
i Baglan Admmlstrasn dan Umum menyelenggarakan fungsa ‘

= ! :a. penyusunan rencana keglatan sub baglan admxmstrasx dan umum,

i).'",,penympan bahan perumusan kebljakan d1 bldang admnustram dan: ﬂ

umum,

' cpelaksanaan kegmtan tekms dan admmlstratlf d1 bldang admmlsuasn_ % '
SR dan ummn yang mchpuu admmlstrasn perkantoran, mstem informasi :
manajemen rumah saklt, penelman dan pengembangan dan akmd:tasxv" i
Y d pengelolazn sarana prasana kesehatan perlengkapan rumah saklt i,
: ‘dan kelengkapan rumah tangga; i | :
' '5_5 e ‘_,fmomtonng, evaluas1 dan penyusunan lapomn pelaksanaan kegmtan_.'_ )
14 ’:vsub bagian admxmstrasx dan umum; dan ; ’

3f-.uf. :pelaksanaan tugas lain yang dlbenkan oleh atasan sesuaj dengan -
: !tugas dan fungsmya ' DEAYAE I

E . Baglan Kehma , :
O Sub Baglan Persoml dan Hubungan Masyarakat !

| \   Pagal 15

Sub Bagxan Persoml dan Hubungan Masyarakat sebagaxmana dlmaksud 2 "

R dalam Pasal 6 ayat ¢ huruf b angka 2, dlpnnpm oleh seorang Kepala Sub

ok Bagian yang mempunya1 ‘tugas merencanakan melaksanakan, menyusun
i filapoll_'andmlfat.nmas1'cerhadap keglatan tehusdanadmlmstraufselumh '
et unsur d1 bldang kepegawalan dan kehumasan et :

Pasa116)

‘ :;Untuk melaksanakan tugas sebagalmana dxmaksud dalam Pasal 15 Subki '
- Baglan Persoml dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungs1
i -Va, penyusunan pencana keglatan suh baglan persoml dan hubungan
A masyarakat ' oo e g TN




b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kepegawaian dan
kehumasan;

c. pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif di bidang kepegawaian
dan kehumasan yang meliputi penglolaan penanganan aduan,
kemitraan, keamanan, sumber daya manusia, keprotokoleran dan
kehumasan; '

d. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan
sub bagian personil dan hubungan masyarakat dan

e. pelaksanaan tugas Iam yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsmya. 3

Bagian Keenam

Sub Baglan Perencanaan dan Keuangan
Pasal 17

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
' Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang mempunyai tugas merencanakan, membina, mengkoordinasikan
- melaksanakan  penyusunan anggaran, mengemhangkan kegiatan
‘perbendaharaan penerimaan, verifikasi sistem instansi, akuntansi dan
_perumusan kebljakan melakukan mobﬂltas dana serta menyiapkan

‘pelaporan.
Pasal 18
~Untuk melak&makan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Sub
Baglan Perenrcanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsx

a.. penyusunan rencana kerja, program dan keg1atan RSUD

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis ' penyusunan
) perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan belanja RSUD;

c penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pengelolan

~ administrasi keuangan daerah




da penylapan bahan bimbingan dan pengendaliéh pengujian kebenéfan '
S penaglhan dan penerbltan surat . permtah membayar dan
iy : mengadakan pemenksaan keuangan serta membma perbendaharaan

5 penylapan bahan blmbmgan pengumpulan dan penyusunan

' pedoman dan petun_] uk tekms pembinaan administrasi keuangan

b penyxapan sxstem kontrol dalam melakukan keglatan keuangan,

penyusunan akuntanm dan anahsa blaya pelaksanaan pengoperas.'lan
dan pengegnba.ngan slstem mforma31 keuangan rumah S&klt,
. pengkoordinasian, ‘pelaksanaan perencanaan kegiatan
t perbendaharaan, penenmaan, verlﬁkam dan akuntans1, :
i _ pengkoordmasxan pcngembangan keglatan perbendahaman, ,
' penerxmaan, verifikasi dan akuntanSI ' o

ic pelaksanaan momtonng, evaluam dan pelaporan kmeqa dan tata

' _usaha keuangan RSUD; dan

.. x -pelaksanaan tugas lain yang dibenkan oleh atasan sesuai. dengan
: tugas dan fungsmya |

Bagian Ketujuh

Bidang Pelayanan

i Bxdang Pelayanan sebagaxmana aﬁnaksud'_d_valam Pasal 6 ayat (1)' hurufc,
. dipimpin- oleh seorang Kepala__Bidang yang mempunyai tugas membahtu
" Direktur dalam merencanakan, mengatur mengoordinasikan dan
S 'mengendahkan keglatan di: bxdang pe]ayanan ‘sesuai dengan ketentuan‘

iy peraturan perundang-undangan

Pa’saivzo

: _«Untuk melaksanakan tugas sebagamlana dJmaksud dalam Pasal 19,
- ;Bxdang Pelayanan menyelenggarakan fungsx

- : a. penyusunan rencana program dan keglatan d1 bldang pelayanan, "

13



b pelaksanaan koordmasx dan perumusan kebgakan tekms d1 bldang
pelayanan medlk

c. pelaksanaan kebx_]akan tekms, fasxhtas: koordmam dan pengelolaan
di bldang pelayanan dalam rangka pemngkatan mutu pelayanan
medlk pelayanan keperawatan dan kebldanan

d omtormg, eva]uas1 dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di
bldang pelayanan, dan

€ pelaksa.naan tugas lain yang diberil«:an oleh Dxrektur sesum dengan
tugas dan fungsmya

Pasal 21

Ruang lmgkup tugas Bldang Pelayanan mehpun pelayanan medlk,
pelayanan keperawatan dan kebxdanan

Bagxan Kedelapan
Seks1 Pelayanan Medxs

Pasal 22

Seksx Pelayanan Medls sebagalmana dxmaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf c angka 1 d1p1mpm oleh seorang Kepala Sekst yang mempunyal
tugas merencanakan melaksanaka.n mengoordmamkan menyusun
laporan dan fasxlrtasn terhadap keglatan tekms dan adrmm'strauf di bldang
pe}ayanan medm

Pasal 23
Untuk melaksanakan tugas sebagaxmana dJmaksud dalam Pasal 22,

Seksl Pelayanan Medlk menyelenggarakan fungs1

a penyusunan rencana ke.glatan seksi pelayanan medls,
\

b penyusunan bahan kebgakan teknis pe]ayanan medls

c penyxapan bahan petun_)uk tekms dan petun_]uk pelaksanaan
pelayanan medxs,

14



d.

f?.

a.

b

penyelenggaraan urusan di bidang kefarmasian, pelayanan medik,
pelayanan rawat inap, rawat jalan, check-up kesehatan, pelayanan
rujukan dan pelayanan medis lainnya;

monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan
seksi pelayanan medik; dan '

pelaksanaan tugas lain yang diberikan olch pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 24

. 'Ruang-lingkup tugas seksi pelayanan medik meliputi:

menyusun rencana kegiatan pelayanan medik;

‘menyusun rencana kebutuhan sarana prasarana pelayénan medik;

mengoordinasikan, menyusun rencana pengembangan, fasilitasi

.. kegiatan dan pengaturan sumber daya aparatur pelayaxian medik;

mengelola kefarmasian,;

. mengelola pelayanan gawat darurat dan rujukan;

merencanakan dan mengatur serta meningkatkan mutu pelaksanaan

pelayanan:
1. Medik dasar rawat jalan;
2. Medik gigi mulut;

3. Kesehatan ibu dan anak {kia) dan keluarga berencana (kb};

4. Medik spesaahs dasar (pényakit dalam, anak, bedah, obsterti dan
gmekologl),

5. Medik spesialis Iam (mata telinga hidung tenggorok— bedah
kepala leher, saraf, jantung dan pembuluh darah, kulit dan
kelamin, kedokteran jiwa. Paru, orthopedi dan  traumatology,
urologi, bedah saraf, bedah plastik rekonstruksi dan estetika,

 bedah anak, bedah thorax kardiak dan vaskuler, kedokteran
forensik dan medicolegal,‘ bedah mulut, konservési/endodonsi,
orthodonti, periodonti, prosthodonti, pedodonti, patologi klinik,
patologi anatomi, mikrobiologi klinik dan parasitologi klinik,

15



~ penyakit mulut, anestesi, rehabilitasi medik, radiologi,

akupimktur rad10terap1, kedokteran nukhr g:m khmk dan

: pelayanan spesnahs lamnya

6. Medlk subspesialis dasar (subspeslahs bedah subspesxahs
g Penyak!t dalam, subspesmhs anak subspesxahs obsteru dan" :
' 'gmekologl), dan

. Medik subspesmhs lam (kedokteran _nwa, mata telinga, hldung,.

tenggorok bedah kepala leher paru saraf _)antung ‘dan ‘
”pembuluh darah orthopedi dan traumatology, kulit dan kelamin, R

anestesi- dan terapl intensif, ' radiologi, dmhsxs, pelayanan-.

- subspesmhs la.tnnya dan/ atau spesnahs lainnya dengan kuahﬁkam:

tambahan

g. momtormg dan evaluas1 pelaksanaan pelayanan yang menjadl ruang S

Imgkup tugasnya.

- Baglan Kesembllan
Seks1 Pelayanan Keperawatan .

W Paéal 25

s Seksx Pelayanan Keperawatan sebagalmana dlmaksud dala.m Pasal 6 ayat %
| ‘.(1) huruf ¢ angka 2, dlpxmpm oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyal

L .'tugas merencanakan melaksanakan mengoordmasikan menyusun"

' laporan dan fasihtasx terhadap kegiatan telmls dan admmxstranfdx badang :

kY | pelayanan keperawatan dan kebidanan. |

:l')'.:_'_i:penyusunan bahan kebuakan tekms pelayanan keperawatan dan'
'-f!kebldanan, 9 |

Pasal26

- gl -;:Untuk melaksanakan tugas sebagannana dxmaksud dalam Pasal 25,
' ' ' Sekm Pelayanan Keperawatan menyelenggarakan fungsx '

'_ penyusunan rencana keglatan seksu pelayanan kepexawatan

: -penylapan bahan pemnjuk tekms da.n petunjuk pelaksanaan pelayanan
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ol keperawatan dan kebxdanan

. penye]enggaraan ‘urusan. di bldang pelayanan keperawatan dan

kebldanan

e vmomtormg, eva]uasx dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan

seks: pe]ayanan keperawatan dan

: f -.pelaksanaan tugas lain yang dxbenkan oleh pu:npman sesuai dengan

tugas dan ﬁmgsmya.

Pasal 27

. X : Rua.ng hngkup tugas seksx pelayanan keperawatan mehputl

g5 a. menyusun rencana kegxatan pelayanan keperawatan dan kebldanan

I b fmenyusun rencana _ kebutuhan sarana prawrana pelayanan

‘»c;_;"mengoordmamkan menyusun rencana pengembangan, fasiiitasi :

keperawatan dan kebldanan,

kegxatan dan pengaturan sumber daya apalatur keperawatan dan |

. kebldanan

) d merencanakan mengatur dan merungkatkan mutu pelayanan .

keperawatan dan kebldanan dan

- e : momtonng dan evalua31 pe]aksanaan pelayanan yang men_]adx ruang

lmglcup tugasnya

Baglan Kesepuluh
Bxdang Penunjang

Pasal 28

_':Bldang Penunjang sebagalmana dmxaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf - |
d, d1p1mpm oleh seorang Kepala Bldang yang mempunym tugas membantu

;-:Dlrektnr dalam merencanakan, mengatur, mengoordinasikan . dan
mengendalﬂcan kegxatan di bldang penun}ang swum dengan ketentuan

L peraturan perundang—undangan.

4

|
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,:Pasal 29

g -Untuk melaksanakan tugas sebagannana dlmaksud da]am Pasal 28

o ;Bldang Penun_]ang menyelenggarakan fungsi: -

T 3T _'penyusunan rencana program dan kegxatan di b1dang penunjang, ‘

"5 b pelaksanaan koordmasx dan perumusan kebgakan tsliinis i bldang

P 'penunjang, LI | | | y

c. ;"pelaksanaan kebl_]akan tekms, fasﬂltam koordmas1 dan pengelolaan

e pelayanan penun_]ang Klinik, pelayanan penunjang ncn khmk dan
S rekam medis; n ; 4

| d momtormg, evaluam dan penyusunan Laporan pelaksanaan tugas d1 -

'V--:f_jbldang penunjang; dan . ) "

epelaksanaan tugas Iam yang dzbenkan oleh Dlrektur sesum dengan :
S ;;:‘:'tugas dan fungsmya ’ :

) .Pasal'so

._ f‘:Ruang hngkup tugas Bxdang Penunjang mehputl pelayanan penunjang L
o t_vkhnik pelayanan penunjang non klinik dan rekam medxs o
Bagan Kesebelas

Sekm Penunjang Med:k

Pasal 31

B iSekm Pemm;ang Medlk sebagaunana dJmaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
- huruf d. angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai

. M,,-;‘tugas' merencanakan me]a}mnakan mengoordmasﬂam menyusun',

b _i-laporan dan fasihtas1 herhadap keglata.n tekms dan admlmsuatlf di bldang e

"""':_-,;__-'.penunjang medike. -
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" :Pasali32

Unt:uk melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud da]am Pasal 31
Seksl Penunjang Medlk menyelenggarakan fungs;

b

' , '?; Ruang hngkup tugas sekm penunjang medzk mehpun

' _2. Jasa boga/dapur/pengolahan makanan/gim, ,

_‘penyusunan rencana kegxatan seksi penunjang medxk _ o
: penyusunan bahan kebljakan tekms pelayanan penun_]ang klmik, "

pelayanan penun_]ang non khmk'

: ':penylapan bahan petun_)uk teknis dan petunjuk pelaksanaan pe]ayanan V
5 'penunjang Kiinik dan pelayanan penun_]ang non khmk

penyelenggaraan urusan d1 bldang pelayanan penun_;ang khmk dan

* pelayanan penunjang non khmk,

A ‘_'momtormg, evaluam dan penyusunan Iaporan pelaksanaan keglaian :
v'sek51 penun_)ang medik dan '

i

- pelaksanaan tugas lam yang dlbenkan oleh plmpman sesua1 dengan ‘
'tugas dan fungsmya

. Pasal 33 :

i} »'menyusun rencana keglatan pelayanan nonmedlk
1 ijmenyusun rencana kebutuhan _sarana. prasarana pelayanan:
. ‘mengoordmasxkan : menyusun rencana - pengembangan fas:htam
.-keglatan da:n pengaturan sumber daya aparatur pelayanan
; nonmedlk : 'j e ' j '

o _merencanakan mengatur dan merungkatkan mutu pelayanan
S hzundry/bmatu

_ lnstalam Pemehharaan Sarana Rumah Salqt (IPSRS)
Gudang, | s -
3 Ambulans, ‘

'pemulasaraan Jenazah
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7.  snstem penanggulangan kebakaran;
8. pengelolaan gas medik;
9. pengelolaan air bersih;-
SR T Sanitasi dan lmgkungan
‘ 1. pelayanar darah;
‘ A v_‘lQ.stenhsammstrumen; e
13. pengelolaan limbah; dan
14. pelayanan penun_}ang nonmed1k lamnya.
e momtorxng dan evaluasx pelaksanaan pelayanan yang menjadl ruang
| hngkup tugasnya ' |

Bagian Kedua belas
Seksi Rekam Medik

o id angka 2 dlpxmpm oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyal tugas_
. melaksanakan rekam medls melalui kegxatan menghmlpun, mengolah,
menganahsa dan menmnkromsasn data medis serta mengolah berkas rekam
o vmedls, menyediakan data rekam medls dan mengevaluasi pe]aksanaamlya
e agar tersedia informasi medis yang akurat dan tepat

\

\

|

|

|

|

: o Seks1 Rekam Medlk sebag am Pasal 6 ayat (1) huruf
Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagalmana dunaksud dalam ‘ Pasal 34
: Sek51 Penun_]ang Medik menyelengga:akan fungsi:

a. penyusunan rencana keg;atan scks1 rekam medik;
_ b. penyusunan bahan kebl_]akan teknis pelayanan rekam medlk,
e :penylapan bahan petunjuk tekms dan petunjuk pelaksanaan pelayanan
£ rekam medik; v
dpenyelenggaraan urusan pengelolaan rekam medik,

e, momtormg, evaluasi: dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan
~ seksi rekam medik; dan
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f. pelaksanaan tugas IaJn yang dibenkan oleh pnnpman sesuai dengan e

' tugasdanfungsmya

Pasal36

% 15? -Ruang lmgkup tugas Sekm Rekam Medxk mehpu’a
g : & menyusun rencana kegxata.n pelayanan rekam medlk

e ;B.i ;-menyusun rencana kebutuhan sarana prasarana pelayanan rekam :

c mengoordmas:kan menyusun rencana pengembangan, fasihtasx, ‘

keglatan dan pengaturan sumber daya aparatur pelayanan rekam - -

7 d _merencanakan, ,mengatur dan menmgkatkan mutu:

i gji s pelayanan pelaksanaan adxmmstrasl dan reglstrasn pamen da.n_

"_‘j.:vcatatanrekammedts dan 2

: 2 :f'penylmpanan dokumen medxs, surat keterangan med1s dan

& 71'{ surat/dokumen med1k lamnya

. :f‘gf,f"bmomtormg dan evaluasx pelaksanaan keglatan yang men_;ad1 ruang jild,

o -hngkup tugasnya,

BAB VI
UNIT—UNIT NON S'I' RUKTURAL '

. Baglan Kesatu ' .
Dewan Pengawas Rumah Saklt '

,p‘asm 37 L

Dewan Pengawas

(1) Dalam rangka upaya pembmaan dan pengawasan non _teknis

perumahsakxtan secara mtemal d1 RSUD dapat dlbentuk Dewan
Pengawas“' ‘ T

(2) Dewan Pengawas merupakan umt non struktural yang bersifat non '

tekms pcxumahsalntan dengan mehbaﬂ{an unsur masyarakat. o

21.



®

@

Dewan Pengawas Rumah Sakit chbentuk dan bertanggung jawab -
kepada Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan rumah
sakit secara internal.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pembentukan
Dewan Pengawas diatur tersendiri dengan Peraturan Bupatl sesuai

' dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1)

2

@)

Bagian Kedua
Kormite

Pasal 38

Komite merupakan wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli

-atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis

kepada Direktur dalam rangka pemngkatan dan pengembangan
pelayanan rumah sakit.

Komite berkedudukan di bawah dan bertanggung Jawab kepada
Direktur.

Komite dxplmpm oleh seorang Ketua yang dlangkat dan diberhentikan

. oleh Dlrektur

(4)

S

Pembentukan, perubahan jumlah, jenis komite, tugas dan fungsi
ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 39
Satuan Pemeriksaan Internal merupakan unit non struktural yang

dipimpin oleh ketua untuk melaksanakan tugas pemenksaan audit
kinerja internal rumah sakit yang dibentuk oleh dan bertanggung

jawab kepada Direktur.




Ry (2) Satuan Pengawas Intem dalam melaksanakan tugasnya berada di
| bawa.h dan bertanggung Jawab kepada Dlrektur

i B ’3(3) Satuan Pengawas Intem dlpxmpm oleh seorang Ketua yang daangkat‘

dan dlberhenukan oleh Du'ektur

(4) Keanggotaan Satuan Pemenksaan Internal dltetapkan oleh Dlrektur' "

dengan mempert:mbangkan s:kap pmfesmnal reputaSI, dan penlaku '

Baglan Keempat
Insta]am o

_ Pasal 40

: f(l) Instalam merupakan ~unit = pelayanan hon’ : struktural yang '
3 menyedxakan fasxhtas dan menyelenggarakan kegxatan pelayanan, L
iy pendldlkan dan penehtlan rumah saklt. | , : |
1(2) Instalasi mempunyal  tugas - membantu  Direltur: :dalam'- x
penye!enggaraan pe]ayanan fungsmnal sesua1 dengan fungsmya B
dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan'

eﬁsmn

Ry ;~(3) Instalasx dlpxmpln oleh seorang Kepala yang dlangkat dan

diberhentnkan oleh Dlrektur

-,_(4) Pembentukan mstala31 dxtetapkan oleh Dxrektur yang dlsesualka;n

dengan kebutuhan dan kemampuan RSUD
o Baglan Kelima ..
Kelompok Jabatan Fungswnal

; Pslisa141 o

5 :_(1) Kelompok jabatan fungsmnal mempunyal tugas melakukan keglatan

sesuai dengan _]abatan fungsmnal secara profesmnal dan'-
.:, berdasarkan peraturan perundang—undangan ' ;

(2) Kelompok Jabatan fungsmnai terdiri dari sejumlah tenaga fungmonal-- .
yang terbagl atas berbagax kelompok Jabatan fungs:onal sesuax
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‘ dengan b;da.ng keahhannya

'Jumlah tenaga fungs:onal dltentukan berdasarkan ketentuan‘ '
e peraturan perundang—undangan ‘ ' : '

Jenis dan jenjang Jabatan fungsmnal dxatur berdasarkan peraturan . :

5 perundang-undangan

f ~ tugasnya tersebut bertanggung Jawab kepada Dlrektur
e

_Kelompok Jabatan fungsmnal mempunyai tugas dan melaksanakan -

Tlap Kelompok djkoordlmr oleh seorang Tanaga Fungsmnal Semor

e “ dan / atau Tenaga Fungsmnal Lamnya yang dltun_]uk d:antara tcnaga:

W

2 : fungsxonal yang ada di hngkungan RSUD.

Sy bertanggung Jawab kepada Direktur.

Kelompok Jabatan Fungsmnal dalam melaksanakan tugasnya

‘BABVD
TATAKERJA =

'Pasal,42' :

Dmas Kesehatan melakukan pembmaan, perumusan kebuakan,

= Imomtonng da.n eva]uam terhadap pengelolaan RSUD.

) -2
‘ ; dﬂakukan oleh Dmas kepada RSUD- sebagal UPT dalam rangka' B S
L pencapa]an tujuan pembangunan kwehatan daerah. = :

Pembmaan da.n perumusan kebl_]akan sebaga:mana dunaksud ayat (1)

RSUD dalam penyelenggaman tata kelola Rumah Sakxt dan tam kelola'_ e
e ' Klinis dibma dan bertanggung Jawab kepada Dinas Kesehatan '
@

LR s 21 pe]aksanaantugastekmsopemmnalRSUDsebagalUPTDmas v ]
: Dalam melaksanakan tugasnya, Dxrektur Kepala Baglan Kepa]a _ -
& '_'“;;__-__Bldang, Kepala Subbaglan, Kepala ‘Seksi dan Kelompok Jabatan

3 ~Fungsmnal d1 hngkungan RSUD wajib menerapkan pnnmp—pnns:p'
; koordmasx, mtegra.m ‘dan smkromsam, baJk di dalam maupun antar
. satuan orgamsasx sesum dengan bldang masmg—masmg T

Direktur mcngendalikan dan bertanggung _;awab terhadap

2% -




6

)

@

9

)

(2)

Apabila Direktur danjatau pejabat struktural lainnya di RSUD
berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat
menunjuk seorang pejabat struktural dengan jabatan tertinggi di
RSUD untuk bertindak atas nama pejabat yang berhalangan.

Apabila = pejabat struktural lainnya di RSUD : berhalangan
melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk
seorang pejabat setingkat lebih rendah di bawahnya yang bertindak
untuk dan atas nama pejabat yang berhalangan.

Pertanggungjawaban pengelolaan RSUD dilaksanakan melalui

laporan kinerja, laporan keuangan dan laporan penggunaan dan-
penatausahaan barang milik Daerah dan laporan

pertanggungjawaban lainnya yang disampaikan secara berkala paling
sedikit dua kali dalam satu tahun untuk disajikan menjadi satu
kesatuan pada laporan pertanggung]awaban Dinas.

Setiap pimpinan unit kerja pada RSUD wajib mematuhi petunjuk
kerja atau Standar Operasional Prosedur yang diberikan dan
ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

BAB ViII
PELAPORAN

Pasal 43

Laporan kinerja sebagaimané. dalam Pasal 43 ayat (7) sekurang-
kurangnya memuat data dan informasi tentang pencapaian
indikator pelayanan Rumah Sakit, pengelolaan ketenagaan dan
pengelolaan keuangan serta aset. :

_Térhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud f)ada Vayat (1) |

Dinas harus memberikan umpan balik dalam rangka peningkatan
kinerja RSUD.
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(3) Selain laporan kinerja, RSUD mempunyai kewajiban memberikan
informasi tentang jumlah kesakitan, jumlah kematian, pola penyakit
menular dan tidak menular, dan jﬁrnlah kfematian ibu
melahirkan/kematian bayi serta kejadian luar biasa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. '

:.(4) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan

' RSUD berdasarkan laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) sebagai bahan penyusunan kebijakan dan program
kesehatan daerah. ' ' |

(3) RSUD menggunakan kebijakan dan program kesehatan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai salah satu acuan
dalam menyusun perencanaan dan kegiatan tahunan Rumah Sakit.

(6) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan RSUD waijib mematuhi

: ~petunjuk kerja yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan wajib
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-

| masing.

BAB IX
PENGANGGARAN

Pasal 44

. {1) Pelaksanaan program kegiatan yang mendukung tugas pokok dan
fungsi pada RSUD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belahja Daerah dan penerimaan lain yang sah, yang dialokasikan
pada anggaran Dinas Kesehatan. | '

‘ ‘.(2) Lapora.n pengelolaan anggaran terhadap pelaksanaan program dan
kegiatan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. '
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, BAB X
KEPEGAWAIAN

Pasal 45

(1) RSUD dipimpin oleh seorang Direktur yang merupakan Jabatan

~ Administrator atau Jabatan Eselon Il a.

(2) Direktur dan pimpinan unsur pelayanan medik di RSUD harus

' seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di
bidang perumahsakitan yang dapat diperoleh melalui pendidikan
formal, pelatihan, dan/atau pengalaman bekerja di Rumah Sakit.

(3} Kepala Bagian atau Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator
atau Jabatan Eselon Il b. '

(4) Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas

- atau Jabatan Eselon IV a. _

(5) Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur, Kepala‘Bfagian, Kepala
Bidang, Kepala Seksi dan  Kepala Sub Bagian diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati dan diberikan hak kepegawaian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X1
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

(l) Direktur selaku - Kepala RSUD adalah pembina kepegawa]an di
‘ lingkungan RSUD. ; {

(2) Dalam rangka pembinaan kepegawaxa.n, Direktur dapat melakukan
mutasi internal di lingkungan RSUD.

(3)‘ Antar Pimpinan Satuan Orgamsasl di lingkungan RSUD wajib
memberikan dukungan dan kerjasama dalam pelaksanaan program dan
“kegiatan di RSUD.




{4

©)
6

(7)

Evaluasi kinerja RSUD dilakukan setiap 1 {satu} tahun sekali di bawah
koordinasi Direktur yang secara teknis operasmnal dﬂaksanakan oleh
 Kepala Baglan Tata Usaha. '

Pada RSUD dapat dlbentuk tim, kelouipok kerja atau panitia.

Dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis,
'RSUD dibina dan bertanggung jawab kcpada Kepala Dinas.

Pertanggungjawaban  sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

~dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja RSUD kepada

(1)

- sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan -

Kepala Dinas.
BAB XiI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 47
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, selama belum
ditetapkan oleh jxaraturan perundang-undangan lainnya, seluruh

petunjuk atau pedoman yang ada dinyatakan masih 'tetap berlaku

Bupati ini.

Seluruh Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas pada RSUD

~ sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pe_]abat Pembina

Kepegawman tetap melaksanakan tugasnya sepan_;ang belum ada
penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB XIIl
- KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur
dengan Peraturan Bupatl tersendiri, kecuali yang menyangkut teknis
pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas.
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Pasal 49

" Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kapuas

Hulu Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 32 Tahun 20_18 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau (Berita
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 Nomor 70}, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangga] diundangkan.

| Agar setiap 6rang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Kapuas Hulu.
Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 3 JQ"“"“' 032
®BUPATI KAPUAS HULU, %\
* FRANSImm
Diundangkan di Putussibau

TARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

P
MOHD. ZAINI

_ BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022
"NOMOR | , ¢ 5
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